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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of Amanah, ’Ariyah, Wadi’ah, and Luqathah 
contracts from the perspective of fiqh muamalah and to examine their conformity with Islamic 
legal principles. This research employs a qualitative approach using library research, drawing 
on sources such as the Qur’an, Hadith, classical fiqh muamalah literature, and verified national 
academic journals. Data were collected through literature review and analyzed using a 
descriptive-analytical method. The findings indicate that the Amanah contract serves as a 
fundamental principle requiring honesty and responsibility in all muamalah transactions. The 
’Ariyah contract, as a non-profit loan agreement, is considered valid under Islamic law 
provided that its pillars and conditions are fulfilled. The Wadi’ah contract, which involves 
safekeeping of property, has undergone development in contemporary practice, particularly 
within Islamic financial institutions, leading to a shift from its classical concept to more 
adaptive forms. Meanwhile, the concept of Luqathah functions as a legal mechanism to protect 
property rights through the regulation of lost-and-found items in accordance with Islamic law. 
This study concludes that these four contracts remain relevant in modern muamalah practices 
as long as their implementation adheres to the principles of justice, trustworthiness, and 
responsibility as prescribed in fiqh muamalah 
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Pendahuluan 

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam fiqh Islam yang mengatur hubungan sosial dan 

ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kajian fiqh muamalah mencakup 

berbagai ’aqd atau akad yang menjadi landasan hukum dalam transaksi, pengelolaan harta, dan 

tanggung jawab sosial ekonomi dalam masyarakat muslim (Fithroini, 2025). Di antara akad 
yang memiliki relevansi tinggi dalam dinamika ekonomi kontemporer adalah akad Amanah, 

’Ariyah, Wadi’ah, serta persoalan Luqathah sebagai bagian dari pembahasan harta temuan 

yang tidak diketahui pemiliknya. 

Akad Amanah dalam fiqh muamalah dijelaskan sebagai akad dimana seseorang dipercayakan 

untuk menjaga atau menyelenggarakan suatu kepentingan atau harta milik pihak lain tanpa 

mengambil manfaat pribadi darinya. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas 
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transaksi, tetapi juga merupakan refleksi prinsip etika Islam dalam menjaga kepercayaan dan 

melindungi hak milik individu. Dalam praktiknya, kajian terhadap akad ini berimplikasi pada 
legitimasi hubungan ekonomis yang bersifat keterikatan moral dan hukum antara pihak yang 

memberi amanah dan pihak yang menerima amanah. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

hubungan amanah yang diterapkan secara benar dalam praktik jual beli maupun pengelolaan 

harta dapat menunjang kepastian hukum transaksi dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku 
ekonomi Islam. Contoh studi analitis menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam 

jual beli amanah untuk memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah 

(Jamaluddin, 2022). 

Akad ’Ariyah adalah bentuk akad peminjaman tanpa imbalan, yang mensyaratkan 

pengembalian barang pinjaman dalam keadaan utuh setelah berakhir masa penggunaannya. 
Dalam studi kontemporer, terdapat kajian yang menilai kesesuaian praktik ‘Ariyah di luar 

konteks tradisional, seperti dalam distribusi perangkat lunak oleh lembaga pendidikan, yang 

menunjukkan bahwa beberapa praktik tidak sepenuhnya memenuhi syarat klasik akad ‘Ariyah 

karena tidak dikembalikannya objek pinjaman (Naswatie & Yasin, 2022). 

Selanjutnya, akad Wadi’ah merupakan akad penitipan harta atau barang di mana penerima 

penitipan wajib menjaga keamanan dan integritas harta tersebut. Ulasan tentang perubahan 
atau transformasi akad ini dalam konteks lembaga keuangan syariah menunjukkan dinamika 

antara ketentuan fiqh klasik dan praktik kontemporer. Misalnya, dalam perbankan syariah di 

Indonesia dan lembaga keuangan Islam lainnya, akad wadi’ah telah mengalami modifikasi dari 

bentuk tradisional (yad Amanah: penitipan murni) menjadi bentuk yang menanggung tanggung 
jawab (yad dhamanah), sehingga menimbulkan diskusi akademis mengenai kesesuaian dengan 

prinsip fiqh muamalah (Huda, 2015). 

Luqathah atau barang temuan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang mengatur 

bagaimana seseorang harus memperlakukan barang yang ditemukan dan tidak diketahui 

pemiliknya. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan luqathah memiliki syarat dan rukun 

yang harus diperhatikan agar terbebas dari tindakan tindakan yang melanggar hak kepemilikan 
(Wibisono et al., 2025) 

Kajian akademik yang komprehensif terhadap keempat akad dan konsep tersebut tidak hanya 

berfungsi untuk memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi juga menjembatani antara 

pemikiran klasik fiqh dan praktik muamalah kontemporer di masyarakat Muslim, khususnya 

di Indonesia. Dengan merujuk pada jurnal ilmiah nasional yang terverifikasi, penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman lebih konkrit mengenai posisi normatif masing-masing akad 
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dan relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, 

serta menganalisis konsep dan implementasi akad Amanah, ’Ariyah, Wadi’ah, dan Luqathah 
berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran 

numerik, melainkan pada pemaknaan norma, nilai, dan prinsip hukum Islam yang terkandung 

dalam akad muamalah 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada pemahaman makna, 

interpretasi teks, dan analisis mendalam terhadap fenomena normatif. Dalam konteks hukum 
Islam, penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah dalil syariah, pendapat ulama, serta 

praktik muamalah yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan 

perhatian pada kesesuaian implementasi akad dengan prinsip fiqh muamalah 

Objek penelitian ini adalah akad Amanah, ’Ariyah, Wadi’ah, dan Luqathah dalam perspektif 

fiqh muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada konsep normatif masing-masing akad, prinsip 

syariah yang mendasarinya, serta analisis kesesuaian implementasinya dalam praktik 
muamalah kontemporer. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian bersifat sistematis dan 

tidak keluar dari kerangka hukum Islam (Huda, 2015). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui 

kajian literatur. Data tersebut meliputi Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, 

kitab-kitab fiqh muamalah, serta artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas 

akad Amanah, ’Ariyah, Wadi’ah, dan Luqathah. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk 
memperkuat landasan teoretis penelitian dan memastikan keabsahan akademik kajian (Arif & 

Munawarah, 2023). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, 

mencatat, dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan 

dipilih karena penelitian kualitatif dalam bidang fiqh muamalah lebih menekankan pada 

penggalian konsep dan norma hukum dibandingkan dengan pengumpulan data lapangan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan 

mendeskripsikan konsep akad menurut fiqh muamalah kemudian menganalisisnya secara kritis 

berdasarkan dalil syariah dan pandangan para ulama. Data yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan jenis akad dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara konsep normatif dan 

praktik muamalah kontemporer 
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Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang membahas topik serupa. Triangulasi 
ini penting dalam penelitian kualitatif agar hasil kajian tidak bersifat subjektif dan tetap berada 

dalam koridor akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Akad Amanah 

Pembahasan akad Amanah dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa amanah merupakan 

prinsip fundamental dalam semua bentuk transaksi Islam, karena ia melibatkan kepercayaan 

dan tanggung jawab pekerja atau pihak yang diberi mandat atas harta atau kepentingan milik 

orang lain. Dalam kajian fiqh muamalah, amanah tidak hanya sebagai syarat moral, tetapi 
sebagai ketentuan hukum untuk menjamin bahwa objek akad diurus sesuai dengan syariat 

tanpa ada unsur eksploitasi atau manipulasi. Misalnya, pada penelitian yang membahas jual 

beli amanah, disebutkan bahwa dalam jual beli yang melibatkan unsur amanah, penjual wajib 

menjelaskan tentang hak dan kewajiban produk secara jelas dan tidak boleh menyembunyikan 

informasi yang dapat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual 
dalam Islam tidak hanya memperhatikan formalitas akad, tetapi juga etika, kejujuran, dan 

keterbukaan sebagai bagian dari prinsip Amanah (Jamaluddin, 2022). 

Akad ‘Ariyah 

Akad ’Ariyah dalam fiqh muamalah merujuk pada akad peminjaman tanpa imbalan (tabarru’), 

di mana pihak yang meminjam tidak diwajibkan memberikan keuntungan kepada pemilik 

barang kecuali kerusakan akibat peminjam sendiri. Dalam kajian terhadap penerapan akad 

’Ariyah, sebuah penelitian membahas pelaksanaan akad ’Ariyah dalam konteks pembagian 
software dari dosen kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini 

dipandang sah secara syariah selama syarat dan rukun akad terpenuhi, yaitu peminjam 

mengetahui kepemilikan barang dan bersedia mengembalikan barang tersebut, serta tidak ada 

unsur manipulasi manfaat yang merugikan pihak pemilik. Namun dalam kasus tertentu, seperti 
software yang tidak sepenuhnya bebas hak cipta, kesesuaian akad bisa dipertanyakan sekalipun 

akad ’Ariyah tersebut digunakan (Naswatie & Yasin, 2022). 

Akad Wadi’ah 

Akad Wadi’ah adalah akad penitipan harta berdasarkan prinsip amanah. Dalam fiqh 

muamalah, wadi’ah berarti memberi sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan agar barang 

tersebut dijaga dengan aman dan utuh. Penelitian yang membahas wadi’ah menunjukkan 

perbedaan pandangan antara konsep klasik dan praktik kontemporer. Secara klasik, wadi’ah 
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itu bersifat non-profit dan penjaga harta tidak diperbolehkan memanfaatkan harta titipan untuk 

kepentingan sendiri. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti perbankan atau 
koperasi, ada bentuk akad wadi’ah yad dhamanah di mana harta titipan dapat dimanfaatkan 

untuk operasional lembaga demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah 

(misalnya sebagai modal usaha). Kasus ini menimbulkan diskusi di kalangan akademisi fiqh 

apakah praktik modern ini masih sesuai dengan prinsip wadi’ah atau sudah berubah menjadi 
bentuk akad lain (Huda, 2015). 

Selain itu, kajian lain menjelaskan definisi wadi’ah dalam fiqh muamalah secara terminologis 

sebagai akad penitipan yang secara prinsip menuntut penjaga untuk menjaga hak milik si 

penitip tanpa mengambil manfaat dari titipan tersebut (Ronaydi, 2023). 

Konsep Luqathah 

Berbeda dengan tiga akad sebelumnya yang bersifat kontraktual, luqathah adalah aspek fiqh 

muamalah yang terkait dengan kepemilikan barang temuan. Dalam kajian hukum Islam, 

luqathah berarti suatu harta yang ditemukan di tempat umum tanpa diketahui pemiliknya. 

Dalam penelitian yang relevan, luqathah dibahas dari sisi definisi, kewajiban penemu, serta 
ketentuan hukum untuk mengumumkan penemuan tersebut kepada masyarakat agar pemilik 

dapat mengambilnya kembali. Dalam hukum Islam, barang temuan tidak serta merta menjadi 

milik penemu; penemu harus mengumumkan hasil temuannya selama jangka waktu tertentu 

(misalnya satu tahun) dan jika setelah itu pemilik tidak muncul, barulah penemu dapat 
memanfaatkan barang tersebut 

Beberapa kajian fiqh menyatakan bahwa kewajiban pengumuman luqathah merupakan bentuk 

tanggung jawab sosial dan amanah dalam muamalah, karena tujuan utamanya adalah menjaga 

hak milik individu dan mencegah penyalahgunaan barang temuan (Adiningtias & Rostandi, 

2021). 

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, akad Amanah dalam fiqh muamalah merupakan 

prinsip fundamental yang melekat pada setiap bentuk transaksi dan pengelolaan harta. Amanah 

tidak hanya berfungsi sebagai nilai etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang 
mengikat para pihak untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi 

akad amanah dalam praktik muamalah, khususnya pada transaksi jual beli amanah, menuntut 

adanya keterbukaan informasi dan larangan menyembunyikan cacat atau kondisi barang. 

Dengan demikian, amanah menjadi instrumen utama untuk menjaga keadilan dan kepercayaan 
dalam hubungan ekonomi Islam. 
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Akad ’Ariyah dalam fiqh muamalah merupakan akad peminjaman barang tanpa imbalan yang 

bersifat tabarru’. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad ’Ariyah sah secara syariah selama 
memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak pemilik, peminjam, objek yang jelas, 

serta tujuan pemanfaatan yang dibenarkan. Dalam praktik kontemporer, akad ’Ariyah 

menghadapi tantangan terutama terkait jenis objek pinjaman, seperti barang digital atau yang 

memiliki aspek hak cipta. Oleh karena itu, implementasi akad ’Ariyah menuntut kehati-hatian 
agar tetap sejalan dengan prinsip fiqh muamalah dan tidak menimbulkan unsur pelanggaran 

syariah. 

Akad Wadi’ah merupakan akad penitipan harta yang berlandaskan prinsip amanah dan 

tanggung jawab. Dalam fiqh muamalah klasik, wadi’ah dipahami sebagai titipan murni yang 

tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa 
dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, akad wadi’ah mengalami perkembangan 

dalam bentuk wadi’ah yad dhamanah, di mana dana titipan dapat dimanfaatkan dengan 

kewajiban pengembalian penuh. Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi fiqh 

muamalah terhadap kebutuhan ekonomi modern, meskipun tetap memunculkan perdebatan 

akademik terkait kesesuaian praktik tersebut dengan konsep wadi’ah klasik. 

Konsep Luqathah dalam fiqh muamalah mengatur status hukum barang temuan dan 

menegaskan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak gugur hanya karena barangnya hilang. 

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penemu barang memiliki kewajiban syariah untuk 

menjaga dan mengumumkan barang temuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan 

ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak milik dalam 
Islam. Dengan demikian, luqathah berfungsi sebagai mekanisme fiqh untuk mencegah 

pengambilan harta secara tidak sah dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat 

Secara keseluruhan, akad Amanah, ’Ariyah, .Wadi’ah, dan Luqathah merupakan bagian 

integral dari fiqh muamalah yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan ekonomi umat Islam 

berdasarkan prinsip keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Meskipun praktik 

kontemporer menunjukkan adanya dinamika dan adaptasi, nilai-nilai normatif fiqh muamalah 
tetap menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap akad berjalan sesuai dengan 

prinsip syariah. 
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ABSTRACT 

Tradisi Ngemblok di Desa Mentoro, Kabupaten Tuban, merupakan praktik lamaran yang 
diawali oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sehingga berbeda dengan praktik khitbah 
yang lazim ditemukan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pelaksanaan tradisi Ngemblok serta mengkaji relevansinya dengan konsep khitbah dalam Kitab 
Fathul Qorib dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kasus lapangan. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Mentoro, 
tokoh agama, dan pelaku adat Ngemblok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi 
Ngemblok dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh masyarakat untuk 
menjaga nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan antarkeluarga. Analisis 
terhadap Kitab Fathul Qorib menunjukkan bahwa meskipun khitbah digambarkan sebagai 
permohonan yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, tidak terdapat ketentuan 
yang secara eksplisit melarang perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki. 
Berdasarkan kaidah al-'adah al-muhakkamah, tradisi Ngemblok dapat dikategorikan sebagai 
'urf shahih karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta mengandung kemaslahatan dalam proses 
pembentukan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tradisi Ngemblok dengan 
menghubungkannya secara langsung dengan konsep khitbah dalam Kitab Fathul Qorib serta 
kaidah al-'adah al-muhakkamah sebagai dasar legitimasi adat dalam hukum Islam. 

Keywords: Ngemblok; Khitbah; Fathul Qorib; 'Urf Shahih 

Pendahuluan 

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan 

untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan dipenuhi berkah. Ini bukan 

sekadar sebuah relasi fisik antara pria dan wanita, tetapi merupakan sebuah ikatan suci yang 

memiliki aspek sosial, moral, serta spiritual. Dalam implementasinya, Islam menetapkan 
langkah-langkah untuk menuju pernikahan agar hubungan yang terjalin dapat sesuai dengan 

ketentuan syariat. Salah satu langkah yang penting adalah khitbah atau lamaran, yaitu proses 

dimana niat untuk menikah disampaikan sebelum akad nikah dilaksanakan (Fauzi Ahmad et 

al., 2025). 
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Khitbah dalam konteks hukum Islam diartikan sebagai tahap awal menuju pernikahan yang 

bertujuan untuk memberikan ruang bagi calon pasangan agar bisa saling memahami dan 
mengevaluasi kesiapan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam kitab Fathul 

Qorib, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa khitbah adalah permohonan 

seorang pria kepada wanita untuk menikah, baik secara langsung maupun dengan bantuan wali 

atau perantara. Proses ini menunjukkan bahwa khitbah berfungsi sebagai sarana untuk saling 
mengenal sebelum akad nikah dilaksanakan (Anam Khoirul, 2019). Sejalan dengan hal ini, An-

Nawawi dalam Al-Majmu’ menjelaskan bahwa khitbah adalah bagian dari proses yang 

disarankan menuju pernikahan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat 

(Bairuha Kanzun, 2023).  

Secara umum, dalam masyarakat Indonesia, lamaran biasanya dilakukan oleh pria kepada 

wanita. Kebiasaan ini telah berkembang sebagai elemen budaya yang dipertahankan dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, perkembangan sosial dan budaya 

memperlihatkan adanya perbedaan dalam praktik lamaran di beberapa daerah dengan tradisi 

khas masing-masing. Salah satu tradisi yang hingga kini masih ada adalah Ngemblok yang 

terdapat di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam tradisi ini, proses 
lamaran dimulai oleh wanita kepada pria, sehingga menonjolkan perbedaan dari praktik umum 

yang biasa ditemui. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya 

interaksi antara adat setempat dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan masyarakat yang 

beragama Islam (Zidan Faiz Muhammad et al., 2024). 

Tradisi Ngemblok dianggap bukan hanya sekadar ritual adat, melainkan juga mencerminkan 

jati diri sosial masyarakat Desa Mentoro. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan keluarga besar 

serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam proses lamaran. Unsur-unsur 

seperti musyawarah, kesopanan, dan penghormatan terhadap tradisi sangat dijunjung tinggi 

dalam praktik tersebut. Dari sudut pandang antropologi hukum, tradisi seperti ini menunjukkan 
bahwa masyarakat memiliki pola budaya yang senantiasa dipelihara sebagai bagian dari 

struktur sosial mereka (Musyafah Ayu Aisyah, 2020).  

Oleh karenanya, keberadaan tradisi Ngemblok tidak bisa dipisahkan dari kenyataan budaya 

masyarakat yang hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam hukum Islam, adat 

dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, 

maupun prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih al-‘adah al-muhakkamah menjelaskan bahwa 
kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum apabila 

membawa kemaslahatan dan diterima secara umum (Nugraha Nazmina Asrimayasha et al., 
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2020). Praktik perempuan melamar pria dalam tradisi Ngemblok perlu ditelaah lebih lanjut 

untuk menentukan apakah tradisi ini bisa diklasifikasikan sebagai ‘urf shahih atau kebiasaan 
yang dibenarkan dalam ajaran Islam (Widodo, 2022).  

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas praktik lamaran dan khitbah dalam masyarakat 

Muslim dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nisyatun Nasayatin 

Nafi’ah menyoroti tradisi Ngemblok sebagai bagian dari prosesi lamaran dalam masyarakat 

Tuban dengan fokus pada bentuk pelaksanaan dan makna adat yang menyertainya (Yumarni 
& Suhartini, 2019).  

Sementara itu, Anita Nur Faidah mengkaji fenomena perempuan yang mengajukan lamaran 

kepada laki-laki di Kabupaten Lamongan melalui perspektif hukum Islam. Meskipun 

demikian, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan tradisi lamaran sebagai fenomena 

sosial-keagamaan secara umum dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan 

konstruksi hukum khitbah dalam literatur fikih klasik tertentu. Hingga saat ini, masih terbatas 
penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perempuan melamar laki-laki dalam tradisi 

Ngemblok dengan merujuk pada ketentuan khitbah dalam Kitab Fathul Qorib sebagai 

representasi fikih mazhab Syafi’i, serta menelaahnya berdasarkan kaidah al-‘adah al-

muhakkamah sebagai landasan penerimaan adat dalam hukum Islam. Keterbatasan tersebut 
menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut (Faidah, 

2022).  

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan 

menganalisis relevansi tradisi Ngemblok yang berkembang di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, 

Kabupaten Tuban terhadap konsep khitbah dalam Kitab Fathul Qorib, sekaligus menilai 

kedudukannya sebagai praktik adat yang memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam. 
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi 

pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara 

norma fikih dan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat (Sifa, 2025). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan 

tradisi Ngemblok di Desa Mentoro, memahami relevansinya dengan konsep khitbah dalam 

Kitab Fathul Qorib, dan menilai posisinya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, 

terutama yang berkaitan dengan hubungan antara tradisi lokal dan norma syariat dalam praktik 

perkawinan di komunitas Muslim. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis-

sosiologis. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh tujuan penelitian yang ingin menggali 
pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, khususnya terkait dengan tradisi Ngemblok di 

Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Penelitian kualitatif berfokus pada 

pemahaman tentang kenyataan sosial yang ada di masyarakat melalui cara pengumpulan data 

secara langsung (Pratama & Adly, 2026). Di samping itu, pendekatan kualitatif diambil untuk 
mendapatkan gambaran menyeluruh tentang interaksi antara tradisi masyarakat dengan hukum 

Islam dalam konteks pelaksanaan lamaran (Hamid et al., 2026).  

Pendekatan Yuridis-sosiologis diterapkan karena penelitian ini tidak hanya menginvestigasi 

aturan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga meneliti pelaksanaannya di dalam kehidupan 

masyarakat. Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji konsep khitbah dalam hukum Islam 

menurut Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi serta 
berbagai sumber fikih yang lain. Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk 

memahami praktik tradisi Ngemblok sebagai elemen dari budaya masyarakat Desa Mentoro 

yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Pendekatan ini dianggap penting sebab 

penelitian ini memusatkan perhatian pada kaitan antara norma hukum Islam dengan kenyataan 
sosial masyarakat (Anam Khoirul, 2019).  

Jenis penelitian yang diterapkan adalah investigasi lapangan dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari komunitas 

yang menjadi subjek kajian. Sementara itu, studi kasus diimplementasikan karena fokus 

penelitian ini adalah pada satu fenomena spesifik, yakni tradisi Ngemblok di Desa Mentoro, 

Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti bisa lebih 
mendalami proses pelaksanaan tradisi, perspektif masyarakat, dan keterkaitannya dengan 

hukum Islam (Pranata Ridho, 2024). 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa 

Timur. Penentuan lokasi penelitian ini berlandaskan pada adanya tradisi Ngemblok yang masih 

dijaga oleh komunitas setempat. Tradisi itu menjadi istimewa karena proses pernikahan 

diajukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, sehingga menarik untuk dianalisis dari sudut 
pandang hukum Islam dan adat masyarakat (Syarif Hidayatulloh, 2025).  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat 



12 Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam 

    
 
 JUSTICIA RELIGIA 
 Jurnal Hukum Islam 
 ISSN: 3047-5880 
 Vol. 4 No. 1 (Juni) 2026 
 https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/indeks.php/jure/index 

 

orang yang terdiri atas Kepala Desa Mentoro, seorang tokoh agama, serta dua pelaku adat 

Ngemblok. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi Ngemblok di 

Desa Mentoro. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai sejarah, 

proses pelaksanaan, faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan tradisi, serta pandangan 

masyarakat terhadap praktik perempuan melamar laki-laki dalam perspektif hukum Islam 
(Mufid Mathla’ Il In’ Am Darul, 2025). 

Sementara itu, informasi sekunder didapatkan dari beragam sumber yang berkaitan dengan 

riset, seperti buku fikih, karya hukum Islam, jurnal akademis, tugas akhir, tesis, dan dokumen 

relevan lainnya. Referensi utama dalam penelitian ini adalah Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb 

yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi sebagai sumber utama konsep khitbah 
dalam mazhab Syafi’i. Di samping itu, studi ini juga mengacu pada sumber-sumber yang 

membahas tentang hukum perkawinan dalam Islam, adat budaya, serta prinsip kaidah al-‘ādah 

al-muḥakkamah (Marwa Miftakhul Habibi Muhammad, 2021).  

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara, pengumpulan 

dokumen, dan telaah literatur. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung 

pelaksanaan tradisi Ngemblok di komunitas Desa Mentoro. Metode pengamatan digunakan 
untuk memahami proses pelaksanaan adat, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang 

terdapat dalam tradisi (Nafisah et al., 2025). Wawancara dilaksanakan secara mendalam kepada 

individu yang dipandang mengetahui tentang praktik tradisi Ngemblok. Wawancara dijalankan 

dengan cara terbuka agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif 
mengenai perspektif masyarakat terhadap tradisi ini. Peserta yang diundang untuk penelitian 

mencakup pemuka agama, pemuka adat, anggota keluarga pelaku pola adat, dan masyarakat di 

sekitar (Suhaili Achmad, 2018). Dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan beragam 

berkas yang relevan dengan riset, seperti gambar aktivitas budaya, catatan pelaksanaan tradisi, 
arsip desa, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumentasi berfungsi sebagai data tambahan 

untuk menguatkan hasil penelitian lapangan (Nugroho Tri Agung, 2019).  

Selain itu, pengumpulan literatur dilakukan dengan mengakses berbagai sumber ilmiah yang 

berkaitan dengan khitbah, hukum pernikahan dalam Islam, norma-norma masyarakat, dan 

pemahaman ‘urf dalam konteks hukum Islam. Pengumpulan literatur ini bertujuan untuk 

memperkuat analisis teoretis serta menjadi landasan dalam meneliti kesesuaian tradisi 
Ngemblok dengan prinsip-prinsip hukum Islam(Yoseph et al., 2025).  

Teknik pengolahan data dalam studi ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif. Informasi 
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yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen kemudian diringkas, 

dikelompokkan, dan disusun secara terstruktur untuk memudahkan proses analisis. 
Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan informasi lapangan dengan konsep khitbah 

dalam Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb serta kaidah al-‘ādah al-muḥakkamah. Dengan metode 

analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh 

mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam praktik Ngemblok masyarakat 
Desa Mentoro (Sugiyono, 2019).  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Tradisi Ngemblok dalam Masyarakat Desa Mentoro 
Tradisi Ngemblok adalah salah satu jenis adat permohonan yang masih dijaga oleh penduduk 
Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tradisi ini memiliki ciri khas yang 

berbeda dibandingkan dengan proses permohonan pada umumnya karena pengungkapan niat 
untuk menikah dimulai dari pihak wanita kepada pihak pria melalui mediator keluarga. 

Penduduk setempat menganggap tradisi ini sebagai praktik yang diwariskan dari generasi ke 
generasi dan menjadi elemen penting dalam identitas budaya daerah (Hartono et al., 2025). 

Menurut Padiran selaku Kepala Desa Mentoro, praktik lamaran yang diawali oleh pihak 
perempuan telah lama dikenal dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan 

masyarakat. Beliau menyatakan “Nek neng Mentoro iki, lamaran disik teko pihak wedok kuwi 

wes lumrah kawit biyen, biasane seng teko yo wong tuone utowo keluargane, dadi tetep sopan 

lan ora sembarangan.” (Wawancara dengan Padiran, Kepala Desa Mentoro, Januari 2025), 
“Di Desa Mentoro, lamaran yang dimulai dari pihak perempuan sudah biasa sejak dahulu. 

Biasanya yang datang adalah orang tua atau keluarganya sehingga tetap menjaga kesopanan 
dan tidak dilakukan secara sembarangan”. 

Pelaksanaan tradisi Ngemblok biasanya dimulai dengan pertemuan keluarga dari pihak 

perempuan untuk mendiskusikan keseriusan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah 
adanya kesepakatan, keluarga perempuan akan mengirimkan wakil yang senior atau tokoh 

masyarakat untuk menyampaikan tujuan lamaran kepada pihak laki-laki. Kehadiran wakil 
keluarga ini berfungsi untuk menjaga sopan santun, norma, dan keharmonisan antar keluarga 

(Syarif Hidayatulloh, 2025). Menurut Sukiran selaku pelaku adat menjelaskan bahwa proses 
tersebut dilakukan melalui komunikasi kekeluargaan yang mengedepankan penghormatan dan 

musyawarah. Beliau menyampaikan “Nek wes ono lamaran biasane keluarga dadi luwih kenal 

lan luwih cedak. Dadi sadurunge mantenan wis ono hubungan apik.” (Wawancara dengan 

Sukiran, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 2025), “Jika sudah ada lamaran biasanya keluarga 
menjadi lebih saling mengenal dan lebih dekat. Dengan demikian, sebelum pernikahan 
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dilaksanakan telah terjalin hubungan yang baik antar keluarga”. 
Dalam praktiknya, masyarakat Desa Mentoro memaknai Ngemblok sebagai simbol 

kesungguhan pihak perempuan dan keluarganya dalam membangun hubungan menuju 
pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial 

dan menjaga kerukunan antarkeluarga (Laila Qomarotul, 2025). Menurut Jumiati selaku pelaku 
adat menjelaskan bahwa penyampaian lamaran biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang 

dituakan agar pembicaraan berlangsung dengan baik dan penuh penghormatan. Beliau 
menyatakan “Seng ngomong biasane wong seng luwih tuo utowo wong seng dianggep iso 

nyampekke maksud kanthi apik.” (Wawancara dengan Jumiati, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 
2025), “Yang menyampaikan biasanya orang yang lebih tua atau orang yang dianggap mampu 

menyampaikan maksud dengan baik”. 
Tradisi Ngemblok juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan dari masyarakat setempat. 

Menurut K. Matin selaku tokoh agama Desa Mentoro, Islam tidak menentukan secara tegas 

siapa yang harus memulai proses lamaran selama tata cara pelaksanaannya tetap sesuai dengan 
ketentuan syariat. Beliau menjelaskan “Syariat ora tau nentukno kudu sopo sing ngawali. Arep 

soko pihak lanang utowo wadon, seng penting carane apik, liwat wali lan keluarga.” 

(Wawancara dengan K. Matin, Tokoh Agama Desa Mentoro, Januari 2025), “Syariat tidak 

menentukan secara tegas siapa yang harus memulai. Baik dari pihak laki-laki maupun 
perempuan, yang terpenting adalah prosesnya dilakukan dengan baik melalui wali dan 

keluarga”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik Ngemblok dipahami sebagai 
bentuk adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama tetap menjaga 

nilai kesopanan, musyawarah, dan tujuan pernikahan yang baik. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 235: 

ءِاَسِنّلا ةَِبطْخِ مْكُیْلََع حَاَنجُ لاَوَ  نْمِ ھِِب مُْتضَّْرَع امَیِف  
“Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan cara sindiran.” “QS. Al-Baqarah: 235 

Keberadaan tradisi Ngemblok menunjukkan bahwa adat memiliki peran penting dalam 

membentuk pola interaksi sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi 

merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat 
pendukungnya. Oleh karena itu, kebiasaan yang telah diterima secara turun-temurun cenderung 

memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas 
budaya masyarakat Desa Mentoro (Nugroho Tri Agung, 2019). 

Konsep Khitbah dalam Kitab Fathul Qorib 

Khitbah dalam syariat Islam adalah langkah pertama sebelum pernikahan sah dilakukan. 

Umumnya, khitbah dimaknai sebagai ajakan seorang pria kepada seorang wanita untuk menjadi 
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istrinya. Dalam Kitab Fathul Qorib, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa 
khitbah adalah bentuk permintaan untuk menikah yang disampaikan kepada wanita atau orang 

tuanya  (Hasibuan et al., 2022). 

Dalam ajaran Islam, khitbah bertujuan untuk memberi peluang kepada masing-masing calon 

pasangannya agar dapat saling memahami sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Di 

samping itu, khitbah juga berfungsi sebagai saluran untuk memastikan adanya kesiapan, 
kerelaan, dan kesamaan pandangan antara kedua pihak. Oleh sebab itu, Islam memberikan 

perhatian khusus pada prosedur khitbah agar tetap menjaga etika dan nilai-nilai kesopanan 
sesuai dengan syariat (Suhaili Achmad, 2018).  

Hukum khitbah pada dasarnya adalah diperbolehkan. Namun, ada sejumlah syarat yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam Islam, seseorang dilarang untuk meminang wanita 
yang masih menjalani masa iddah atau wanita yang telah menerima tawaran dari pria lain 

(Sumanto Dedi, 2023). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi martabat dan mencegah 
terjadinya konflik di dalam komunitas.  

لعَفْيَلْفَ اهَحِاكَنِ ىلَإِ هُوعُدْيَ امَ ىإَ اهَنْمِ رَظُنْيَ نْأَ عَاطَتَسْا نِإِفَ ةَأَرْمَلْا مُكُدُحَأَ بَطَخَ اذَإِ دواد وبأ هاور    

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, dan ia mampu 
melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah." (HR. Abu 

Dawud)”. 

Meskipun umumnya proses khitbah dilakukan oleh pria kepada wanita, hukum Islam tidak 

secara eksplisit menghalangi wanita untuk melamar pria. Dalam sejarah Islam, terdapat catatan 

mengenai Sayyidah Khadijah yang menyatakan niatnya untuk menikahi Nabi Muhammad 

SAW melalui perantara. Momen ini menunjukkan bahwa wanita melamar pria bukanlah hal 

yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat asalkan dilaksanakan dengan cara yang baik 

dan tetap menjaga tata krama (Hartono et al., 2025).  
Analisis Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam 
Tradisi Ngemblok yang ada di Desa Mentoro pada intinya adalah suatu bentuk kebiasaan lokal 
yang dihayati dan dijunjung oleh penduduk setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini 

senantiasa memperhatikan norma kesopanan, diskusi, serta kesepakatan dari kedua pihak 
(Mufid Mathla’ Il In’ Am Darul, 2025). Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum 

Islam, aktivitas ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar khitbah yang dijelaskan dalam kitab 
Fathul Qorib  

اهَِّيلِوَ وْأَ ةِأَرْمَلْا نَمِ جِيوِزَّْتلا بُلَطَ يَهِفَ ةُبَطْخِلْا اَّمأَوَ  
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“Adapun khitbah adalah permintaan untuk menikahi seorang perempuan, baik kepada dirinya 
maupun kepada walinya.” (Al-Ghazi, t.t.) 

Secara umum, Fathul Qorib secara jelas menggambarkan khitbah sebagai ungkapan niat lelaki 

kepada wanita. Namun, dalam kitab itu tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi 

perempuan untuk melamar lelaki. Dalam perspektif ushul fikih, suatu praktik sosial pada 

dasarnya dapat dinilai mubah selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. 

Kaidah fikih menyatakan 

مِیرِحَّْتلا ىَلعَ لُیلَِّدلا َّلُدَی ىَّتحَُ ةحَاَبلإِْا تِاَداَعلْا يفِ لُصَْلأا   
"Hukum asal dalam adat kebiasaan adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan 

keharamannya." (As-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair). 

Berdasarkan kaidah tersebut, praktik perempuan yang mengajukan lamaran kepada laki-laki 

dalam tradisi Ngemblok tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan syariat hanya karena 
berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Selama proses pelaksanaannya tetap menjaga adab, 

tidak melanggar ketentuan khitbah, serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam 

perkawinan, maka tradisi tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. 

Dengan ini, tradisi Ngemblok dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial budaya 

masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Selama proses tersebut tidak 
bertentangan dengan ketetapan agama, maka kebiasaan ini dapat diterima sebagai elemen dari 

tradisi masyarakat (Nafisah et al., 2025). Dalam analisis ushul fikih, tradisi yang ada dalam 

komunitas dapat dijadikan acuan hukum melalui prinsip al-‘adah al-muhakkamah. Prinsip ini 

mengindikasikan bahwa tradisi atau kebiasaan dapat memiliki bobot hukum selama tidak 

berseberangan dengan Al-Qur’an, hadis, dan dasar-dasar syariat (Kurniawan & Rea, 2021). 

Berdasarkan ide tersebut, kebiasaan Ngemblok dapat digolongkan sebagai ‘urf shahih, karena 

berlangsung turun-temurun, diterima masyarakat, tidak  menghilangkan hak salah satu pihak 

dan membawa kemaslahatan. Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan K. Matin selaku 

tokoh agama Desa Mentoro yang menyatakan bahwa syariat Islam tidak menentukan secara 

tegas pihak yang harus memulai proses lamaran, baik laki-laki maupun perempuan, selama 
pelaksanaannya dilakukan melalui keluarga dan tetap memperhatikan nilai kesopanan. 

Pandangan tersebut menunjukkan adanya penerimaan sosial dan keagamaan terhadap tradisi 

Ngemblok di tengah masyarakat. Yaitu tradisi yang diakui dan diizinkan dalam hukum Islam 

karena memiliki manfaat serta tidak berlawanan dengan syariat. Selain itu, tradisi Ngemblok 
juga menunjukkan bagaimana adat dan agama berintegrasi dalam kehidupan komunitas 

Muslim. Warga Desa Mentoro dapat menjaga tradisi lokal sembari tetap menghargai nilai-nilai 
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Islam yang menjadi panduan hidup mereka. Kejadian ini mengindikasikan bahwa hukum Islam 

memiliki karakter yang adaptif terhadap perubahan budaya masyarakat asalkan tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sifa, 2025).  

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi Ngemblok di 

Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban adalah suatu bentuk prosesi lamaran yang 

dimulai oleh pihak wanita kepada pihak pria dan masih dilestarikan oleh penduduk hingga kini. 

Pelaksanaan tradisi ini dilakukan melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh 

masyarakat atau wakil yang dihormati, sehingga tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, 
keharmonisan, dan penghormatan terhadap budaya yang ada dalam masyarakat.  

Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik Ngemblok berkaitan dengan konsep khitbah yang 

diuraikan dalam Kitab Fathul Qorib. Meskipun khitbah umumnya dimaknai sebagai 

permintaan seorang pria kepada wanita untuk menikah, tidak terdapat larangan yang secara 

jelas melarang wanita mengajukan lamaran kepada pria. Dengan demikian, tindakan tersebut 

tidak melanggar prinsip-prinsip syariat asalkan dilakukan sesuai dengan adab dan ketentuan 
hukum Islam.  

Menurut kaidah al-‘adah al-muhakkamah, tradisi Ngemblok dapat dianggap sebagai ‘urf 

shahih, yaitu adat yang valid dan diizinkan dalam hukum Islam karena tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an, hadis, atau prinsip syariat. Tradisi ini justru menggambarkan adanya 

pengharmonisan antara kearifan lokal dan hukum Islam dalam kehidupan komunitas Muslim. 
Dengan begitu, keberadaan tradisi Ngemblok menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat 

bersinergi asalkan tetap dalam kendali nilai-nilai Islam. 
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ABSTRACT 

Child marriage in Indonesia raises complex legal questions at the intersection of religion, 
statutory regulation, family pressure, and the constitutional duty to protect children. This article 
re-examines marriage dispensation as a legal exception in Indonesian family law and asks how 
judicial reasoning can move from formal legality to substantive child protection. The study 
uses normative juridical research through statutory, conceptual, and library approaches. It 
analyzes marriage-age regulation, child-protection norms, PERMA No. 5 of 2019, Islamic legal 
maxims, and selected scholarship on marriage dispensation. The novelty of the article is a child-
protection and maqashid-oriented framework for judicial consideration. The framework 
requires judges to test urgency, evidence, the child's autonomy, educational continuity, health 
risks, psychological readiness, coercion, and post-decision protection. The discussion indicates 
that religious arguments, legal maxims, statutory provisions, and social facts may inform 
judicial reasoning, but all must be subordinated to the best-interests-of-the-child principle. The 
article concludes that marriage dispensation should remain a strict exception supported by 
expert assessment and monitoring. 

Keywords: Child Marriage; Marriage Dispensation; Child Protection; Maqashid al-Sharia; 

Judicial Reasoning 

Pendahuluan 

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai 

hubungan privat antara dua orang. Ia sekaligus memuat dimensi hukum, keagamaan, sosial, 

dan moral. Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang mengikat dan bernilai 

ibadah, sedangkan hukum positif Indonesia memahaminya sebagai ikatan lahir batin yang 

diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (Al-Jaziri, 1986; Ramulyo, 1996; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 1974). 

Masalah muncul ketika ikatan tersebut dilangsungkan oleh seseorang yang masih berada dalam 

kategori anak. (Fahrisal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan 

hanya peristiwa keluarga atau tradisi lokal, melainkan isu perlindungan hak anak yang 

berkelindan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, relasi kuasa dalam keluarga, 

dan praktik peradilan. Karena itu, perkara dispensasi kawin perlu dibaca sebagai pintu masuk 
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untuk menilai apakah negara benar-benar hadir melindungi anak atau justru memberi legitimasi 

terhadap tekanan sosial yang dialami anak. 

Perubahan batas usia menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan 

perkembangan penting dalam politik hukum keluarga. Undang-undang tersebut menyamakan 

batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Akan tetapi, 

keberadaan norma dispensasi tetap membuka peluang perkawinan anak apabila pengadilan 

mengabulkan permohonan keluarga. Di titik inilah muncul ketegangan antara kehendak 

melindungi anak dan realitas sosial yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi karena 

kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau stigma masyarakat (Judiasih dkk., 

2020; Kamarusdiana & Sofia, 2020; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Hakim berada pada posisi yang sangat menentukan. Ia tidak cukup hanya memeriksa 

kelengkapan administratif, tetapi perlu menggali kesiapan anak, alasan mendesak, 

kemungkinan paksaan, kondisi pendidikan, kesehatan, dan risiko jangka panjang setelah 

perkawinan. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa putusan dispensasi kawin kerap 

dibangun melalui kombinasi norma hukum, pertimbangan maslahat, kaidah fikih, dan fakta 

sosial keluarga (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal & Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022). 

Penelitian terdahulu telah membahas perkawinan anak dari beberapa sisi. (Judiasih dkk., 2020) 

menyoroti kontradiksi antara dispensasi kawin dan upaya menekan perkawinan bawah umur. 

(Kamarusdiana & Sofia, 2020) memosisikan dispensasi nikah dalam relasi hukum Islam, 

Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal 

& Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022) lebih banyak membaca putusan hakim, dasar 

pertimbangan, dan variasi alasan permohonan. Kajian tersebut penting, tetapi belum secara 

tegas menyusun kerangka operasional yang menghubungkan kepentingan terbaik anak, 

maqashid syariah, alasan sangat mendesak, bukti yang cukup, dan kebutuhan pemantauan 

setelah putusan. 

Kesenjangan penelitian dalam artikel ini terletak pada absennya model pertimbangan hakim 

yang dapat dipakai untuk membedakan dispensasi sebagai pengecualian ketat dari dispensasi 

sebagai normalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini adalah tawaran 

model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah. Model ini tidak 

dimaksudkan untuk menolak PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi mengkritisi penerapannya 

ketika pemeriksaan masih berhenti pada formalitas administratif, tekanan sosial keluarga, atau 

alasan moral yang belum diuji dari sudut hak anak. 



22 Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam 

    
 
 JUSTICIA RELIGIA 
 Jurnal Hukum Islam 
 ISSN: 3047-5880 
 Vol. 4 No. 1 (Juni) 2026 
 https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/indeks.php/jure/index 

 

Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab empat 

pertanyaan. Pertama, bagaimana landasan teoritis dan yuridis perkawinan anak dalam 

perspektif perlindungan anak. Kedua, bagaimana kedudukan dispensasi kawin dalam sistem 
hukum perkawinan Indonesia. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim seharusnya dirumuskan 
agar dispensasi tidak berubah menjadi mekanisme normalisasi perkawinan anak. Keempat, 

bagaimana model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah dapat 
ditawarkan sebagai kontribusi baru artikel ini. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus 

kajian diarahkan pada norma hukum, asas perlindungan anak, konsep dispensasi kawin, 

maqashid syariah, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan 

kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Undang-Undang 

Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 

5 Tahun 2019, dan pedoman peradilan mengenai dispensasi kawin. 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, 

perlindungan anak, dan kewenangan peradilan. Bahan hukum sekunder utama adalah buku 

Perkawinan di Bawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis dalam Praktik Peradilan 
karya (Fahrisal & Primadiane, 2025). Sumber pendukung berasal dari buku, artikel jurnal, 
karya akademik, laporan kebijakan, serta sumber internet yang relevan. Analisis dilakukan 

secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan temuan penelitian 
terdahulu, dan menyusun sintesis preskriptif berupa model pertimbangan hakim berbasis 

kepentingan terbaik anak dan maqashid syariah.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Landasan Teori dan Kerangka Yuridis 

Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional 

Dalam literatur hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang menimbulkan 

konsekuensi hukum, moral, sosial, dan spiritual. Perkawinan bukan hanya sarana pengesahan 

hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang mengatur kehormatan, keturunan, 

hak, kewajiban, serta tanggung jawab keluarga (Al-Jaziri, 1986; Rahman, 1992) 

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan memperoleh legitimasi melalui norma agama 

dan pencatatan negara. (Cahyani, 2020; Kharlie, 2013) menegaskan bahwa hukum keluarga 
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Indonesia bergerak dalam ruang pertemuan antara norma agama, aturan negara, dan kebutuhan 

perlindungan bagi anggota keluarga yang rentan. Dengan demikian, tujuan perkawinan tidak 

cukup dibaca dari sahnya akad, tetapi juga dari kemampuan para pihak membangun kehidupan 

keluarga secara bertanggung jawab. 

Apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, tujuan tersebut berisiko tidak tercapai. Anak 

yang belum matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan biologis dapat mengalami kesulitan 

menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua. Oleh karena itu, perkawinan anak perlu 

dipahami sebagai situasi hukum yang mengandung risiko, bukan sekadar pilihan pribadi atau 

keputusan keluarga (Judiasih dkk., 2018; Santoso, 2016). 

Perkawinan Anak dan Batas Usia Perkawinan 

Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai batas 

usia dewasa menurut kerangka perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Perkawinan 

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimal usia menikah 

menjadi 19 tahun. Perubahan ini penting karena sebelumnya terdapat perbedaan batas usia 

antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperbesar 

kerentanan anak perempuan (Zulfiani, 2017). 

Batas usia bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan perangkat hukum untuk 

memastikan adanya kematangan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial sebelum seseorang 

memasuki rumah tangga. (Judiasih dkk., 2018) menempatkan persoalan perkawinan bawah 

umur dalam konteks yang lebih luas, yaitu relasi antara norma hukum, praktik sosial, dan 

perbandingan kebijakan usia perkawinan di berbagai negara. Dengan demikian, perlindungan 

anak tidak cukup dilakukan melalui pencantuman angka usia, tetapi harus diperkuat melalui 

pendidikan, literasi hukum, dukungan sosial, dan akses pelayanan. 

Faktor penyebab perkawinan anak juga tidak tunggal. Penelitian (Pramana dkk., 2018) serta 

(Rahajaan & Niapele, 2021) menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan 

sosial, pola pengasuhan, dan pemahaman agama dapat berpengaruh terhadap keputusan 

menikahkan anak. Karena itu, kebijakan pencegahan perkawinan anak harus bersifat lintas 

sektor dan tidak hanya bertumpu pada pengadilan. 

Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Anak 

Dispensasi kawin merupakan izin pengadilan untuk melangsungkan perkawinan ketika calon 

mempelai belum memenuhi batas usia minimal. Secara konseptual, dispensasi adalah 
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pengecualian. Namun, dalam praktik sosial, pengecualian ini kadang dipahami sebagai jalan 

cepat untuk menyelesaikan kehamilan, menghindari aib, meredam tekanan adat, atau 

mengendalikan pergaulan anak(Hidayatulloh & Janah, 2020; Wasono, 2020). 

(Kamarusdiana & Sofia, 2020) menjelaskan bahwa dispensasi nikah berada pada pertemuan 

antara hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena itu, 

hakim tidak boleh hanya menilai kehendak orang tua atau alasan keluarga, tetapi harus meneliti 

apakah perkawinan tersebut benar-benar mendukung perlindungan anak. (Al Hasan & Yusup, 

2021) menekankan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi harus menjamin 

kepentingan terbaik anak, bukan hanya menyelesaikan kegelisahan orang dewasa. 

Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak 

diarahkan pada perlindungan masa depan anak. Permohonan dispensasi semestinya tidak 

dikabulkan hanya karena keluarga malu, hubungan anak telah diketahui publik, atau 

masyarakat memberi tekanan. Hakim perlu menguji otonomi anak, potensi paksaan, kelanjutan 

pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kemungkinan munculnya mudarat 

baru setelah perkawinan(Judiasih dkk., 2020; Setiasih, 2017). 

Pertimbangan Hakim dalam Praktik Peradilan 

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam perkara dispensasi kawin. Dalam praktik, 

hakim sering menghadapi fakta yang kompleks: ada permohonan karena kehamilan, 

kekhawatiran terhadap pergaulan, hubungan yang telah lama berlangsung, tekanan keluarga 

besar, atau budaya lokal. (Mutakin & Marwati, 2022)menunjukkan bahwa analisis terhadap 

alasan permohonan dan dasar pertimbangan hakim penting agar putusan tidak berhenti pada 

formalitas. 

(Iqbal & Rabiah, 2020) memperlihatkan bahwa tafsir hakim atas dispensasi dapat bervariasi 

bergantung pada konstruksi fakta dan cara hakim memaknai maslahat. Karena itu, standar 

pemeriksaan yang konsisten diperlukan agar perkara serupa tidak diputus dengan pertimbangan 

yang terlalu longgar. (Siagian, 2020) menekankan pentingnya pedoman pemeriksaan agar anak 

didengar secara langsung, tidak berada di bawah tekanan, dan memperoleh perlindungan 

selama proses peradilan. 

Dalam penelitian hukum normatif, norma tidak boleh dibaca secara terpisah. (Soekanto, 2014) 

menekankan pentingnya membaca hukum sebagai sistem. Dalam perkara dispensasi kawin, 

hakim perlu menghubungkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan 

Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kekuasaan kehakiman sehingga putusan tidak 
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hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. 

Dampak Perkawinan Anak dalam Perspektif Multidisipliner 

Dampak perkawinan anak menjangkau banyak sisi kehidupan. Dari sisi pendidikan, anak yang 

menikah terlalu dini berisiko kehilangan kesempatan belajar dan mengembangkan potensi diri. 

Dari sisi psikologis, anak dapat mengalami beban emosional karena dipaksa menjalankan 

tanggung jawab dewasa sebelum mencapai kesiapan mental(Fahrisal & Primadiane, 2025; 

Yulianti, 2010). 

Risiko kesehatan juga harus diperhitungkan. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa 

hukum usia minimum perkawinan berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran 

remaja. (UNICEF, 2021) menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan global karena 

mengancam hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan diri. 

Secara sosial, perkawinan anak sering melemahkan posisi tawar anak, khususnya anak 
perempuan, dalam relasi rumah tangga. (Yumarni & Suhartini, 2019) mengaitkan perkawinan 
bawah umur dengan potensi perceraian. Artinya, perkawinan anak tidak selalu menjadi 

penyelesaian, bahkan dapat menciptakan masalah baru yang lebih panjang. 

Perkawinan Anak sebagai Persoalan Hukum dan Perlindungan Anak 

Perkawinan anak tidak memadai apabila hanya dipahami sebagai masalah keluarga. Dalam 

perspektif hukum, usia merupakan indikator penting untuk menilai apakah seseorang telah 

memiliki kapasitas membuat keputusan besar yang berdampak jangka panjang. Ketika anak 

menikah, ia masuk ke dalam relasi hukum yang membawa konsekuensi ekonomi, seksual, 

reproduksi, sosial, dan psikologis (Fahrisal & Primadiane, 2025; Judiasih dkk., 2018). 

Batas usia minimal dalam hukum perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara. Norma 

ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan dijalani oleh orang yang relatif siap 

memikul tanggung jawab keluarga. Karena itu, dispensasi kawin tidak boleh diberi tafsir 

longgar. Apabila dispensasi diberikan secara mudah, maka batas usia minimal kehilangan 

fungsi protektifnya (Judiasih dkk., 2020). 

Alasan sosial yang kerap digunakan untuk membenarkan perkawinan anak, seperti menjaga 

kehormatan keluarga, menghindari aib, atau menyelesaikan kehamilan, perlu diuji secara kritis. 

Alasan tersebut mungkin menawarkan penyelesaian cepat bagi keluarga, tetapi belum tentu 

menjadi pilihan terbaik bagi anak. Bahkan, dalam banyak situasi, perkawinan dini dapat 

memperpanjang kerentanan anak di masa depan (Wasono, 2020). 
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Tabel 1. Matriks Masalah Perkawinan Anak dan Implikasi Perlindungan 

Aspek Masalah Utama Risiko bagi Anak Arah Perlindungan 

Hukum Perkawinan diajukan 
sebelum batas usia 

minimal 

Hak anak rentan 
terabaikan dan kepastian 

hukum menjadi 
problematis 

Dispensasi diposisikan 
sebagai pengecualian yang 

diuji ketat 

Pendidikan Anak menikah ketika 
masih berada pada usia 

sekolah 

Peluang putus sekolah 
dan kehilangan mobilitas 

sosial 

Putusan harus 
memperhatikan 

keberlanjutan pendidikan 

Kesehatan Kehamilan atau relasi 
reproduktif terjadi pada 

usia anak 

Risiko kesehatan ibu 
muda dan bayi meningkat 

Perlu pemeriksaan 
kesehatan dan konseling 

sebelum putusan 

Psikologis Anak dipaksa 
menjalankan peran 

dewasa 

Tekanan emosional dan 
konflik rumah tangga 

Asesmen psikologis dan 
pendampingan anak 

diperlukan 

Sosial Tekanan adat, stigma, 
atau rasa malu keluarga 

Keputusan anak tidak 
sepenuhnya bebas 

Hakim perlu memastikan 
tidak ada paksaan dan 

menilai kepentingan anak 
Sumber: Diolah dari Fahrisal dan Primadiane (2025), Judiasih et al. (2018), dan UNICEF (2021). 

Kedudukan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia 

Dispensasi kawin adalah mekanisme hukum untuk memberi izin perkawinan kepada calon 

mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan baru dapat menikah pada usia 19 tahun. 

Permohonan dispensasi dimungkinkan, tetapi harus didasarkan pada alasan sangat mendesak 

dan bukti yang cukup (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). 

Dalam praktik, alasan yang diajukan tidak selalu benar-benar mencerminkan kepentingan anak. 

Kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau rasa malu keluarga sering mendorong 

orang tua mengajukan permohonan. (Hidayatulloh & Janah, 2020)mengingatkan bahwa 

dispensasi harus dibaca dalam kerangka hukum Islam dan perlindungan anak, bukan sebagai 

pengesahan otomatis terhadap perkawinan dini. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberi arah agar pemeriksaan dispensasi 

kawin dilakukan lebih hati-hati. Hakim harus menggali fakta, mendengarkan anak, memeriksa 

potensi paksaan, mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan, serta menguji alasan 

sangat mendesak dengan bukti yang cukup (Siagian, 2020). Dengan demikian, dispensasi 

semestinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial, bukan sebagai jalan normal untuk 

melangsungkan perkawinan anak. 
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Fondasi Pertimbangan Hakim: Agama, Kaidah Fikih, Undang-Undang, dan Realitas 

Sosial 

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim tidak dapat disandarkan pada satu jenis 

argumen saja. (Fahrisal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa praktik peradilan sering 

mempertemukan nas keagamaan, kaidah fikih, norma undang-undang, dan kondisi sosial para 

pihak. Keempat unsur ini perlu diletakkan dalam kerangka kepentingan terbaik anak. 

Pertimbangan keagamaan dapat menegaskan nilai kesucian perkawinan, tanggung jawab, 

ketenangan, dan kasih sayang. Namun, nilai tersebut justru menuntut adanya kesiapan calon 

mempelai. Apabila anak belum memiliki kesiapan mental, sosial, atau kesehatan, tujuan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berpotensi tidak terwujud (Al-Jaziri, 1986; 

Rahman, 1992). 

Kaidah fikih yang menekankan pencegahan mudarat harus digunakan secara konkret. Hakim 

perlu bertanya apakah mengabulkan dispensasi benar-benar mengurangi kerusakan atau justru 

melahirkan mudarat baru, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, risiko kesehatan, 

atau kekerasan dalam rumah tangga (Kamarusdiana & Sofia, 2020; Setiasih, 2017). 

Dari sisi hukum positif, hakim wajib membaca Undang-Undang Perkawinan bersama Undang-

Undang Perlindungan Anak. Batas usia dan dispensasi memang diatur dalam hukum 

perkawinan, tetapi hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan 

tumbuh kembang tidak boleh diabaikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, 2014). 

Tabel 2. Kerangka Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin 

Dasar Pertimbangan Pertanyaan 
Pemeriksaan 

Risiko Jika Lemah Implikasi Putusan 

Nilai agama Apakah perkawinan 
mencerminkan kesiapan 

dan tanggung jawab? 

Agama hanya dijadikan 
pembenaran formal 

Nilai agama harus 
mendukung perlindungan 

anak 

Kaidah fikih Apakah putusan 
mengurangi mudarat atau 
menambah risiko baru? 

Maslahat dipersempit 
menjadi kepentingan 

keluarga 

Analisis maslahat dan 
mafsadat harus konkret 

Undang-undang Apakah alasan mendesak 
dan bukti pendukung 

benar-benar terpenuhi? 

Batas usia kehilangan 
fungsi perlindungannya 

Dispensasi ditempatkan 
sebagai pengecualian 

ketat 

Realitas sosial Apakah ada tekanan adat, 
stigma, kemiskinan, atau 

paksaan? 

Tekanan sosial diterima 
sebagai alasan otomatis 

Fakta sosial digali tanpa 
mengorbankan hak anak 
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Dasar Pertimbangan Pertanyaan 
Pemeriksaan 

Risiko Jika Lemah Implikasi Putusan 

Kepentingan anak Apakah pendidikan, 
kesehatan, dan 

perlindungan anak tetap 
dijamin? 

Anak kehilangan masa 
depan dan posisi tawar 

Putusan diarahkan pada 
perlindungan jangka 

panjang 

Sumber: Diolah dari Fahrisal dan Primadiane (2025), Al Hasan dan Yusup (2021), serta Setiasih (2017). 

Model Pertimbangan Hakim Berbasis Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah 

Model yang ditawarkan artikel ini berangkat dari kebutuhan agar dispensasi kawin tidak hanya 

diperiksa melalui kelengkapan administratif. Pemeriksaan perlu bergerak secara berlapis, mulai 

dari pembuktian alasan sangat mendesak, otonomi anak, risiko pendidikan, kondisi kesehatan, 

kesiapan psikologis, sampai rencana perlindungan setelah putusan. Dengan cara ini, hakim 

tidak hanya bertanya apakah perkawinan dapat diizinkan, tetapi juga apakah izin tersebut 

benar-benar melindungi masa depan anak. 

Maqashid syariah digunakan sebagai kerangka etik untuk membaca maslahat secara lebih 

konkret. Perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat tidak boleh dipersempit 

menjadi alasan menjaga nama baik keluarga. (Auda, 2008) menempatkan maqashid sebagai 

pendekatan yang menuntut keterhubungan antara tujuan hukum, kemaslahatan manusia, dan 

akibat sosial suatu keputusan. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim perlu menilai apakah 

perkawinan anak menjaga tujuan syariah atau justru membuka mudarat baru. 

Model ini juga menjadi kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. 

Kritik tersebut tidak diarahkan pada keberadaan PERMA sebagai pedoman, melainkan pada 

risiko pelaksanaannya apabila hakim hanya menerima alasan keluarga tanpa pemeriksaan 

mendalam. Frasa alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup harus diterjemahkan sebagai 

standar pembuktian substantif, bukan sekadar pengakuan orang tua atau calon mempelai. 

Secara praktis, model ini dapat membantu pengadilan menyusun pertimbangan yang lebih 

terukur. Setiap unsur diperiksa secara berurutan agar putusan tidak kehilangan orientasi 

perlindungan anak. Apabila salah satu unsur menunjukkan risiko serius, hakim perlu 

mempertimbangkan penolakan permohonan atau menunda keputusan sampai tersedia asesmen 

ahli dan rencana perlindungan yang memadai. 
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Tabel 3. Model Operasional Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin 
Tahap Pemeriksaan Fokus Uji Basis Normatif Arah Putusan 

Alasan sangat mendesak Apakah alasan didukung 
bukti, bukan hanya rasa 
malu, adat, atau 
kekhawatiran keluarga 

UU No. 16 Tahun 2019 dan 
PERMA No. 5 Tahun 2019 

Permohonan ditolak jika 
alasan tidak nyata dan tidak 
terbukti 

Suara dan otonomi anak Apakah anak memahami 
akibat hukum dan bebas dari 
paksaan 

Prinsip kepentingan terbaik 
anak 

Anak didengar secara aman 
dengan pendampingan yang 
memadai 

Uji maqashid syariah Apakah putusan menjaga 
jiwa, akal, keturunan, harta, 
dan martabat anak 

Kaidah pencegahan mudarat 
dan maqashid syariah 

Permohonan tidak 
dikabulkan jika mudarat 
lebih besar 

Asesmen ahli Apakah terdapat penilaian 
psikologis, kesehatan, 
sosial, dan pendidikan 

Perlindungan anak dan 
kehati-hatian peradilan 

Hakim memperoleh dasar 
faktual sebelum memutus 

Perlindungan pascaputusan Apakah pendidikan, 
kesehatan, dan 
pendampingan anak tetap 
dijamin 

UU Perlindungan Anak dan 
PERMA No. 5 Tahun 2019 

Putusan disertai 
rekomendasi pemantauan 
lintas lembaga 

Sumber: Disusun dari Fahrisal dan Primadiane (2025), Auda (2008), Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(2019), dan Al Hasan dan Yusup (2021). 

 

Dampak Multidimensional Perkawinan Anak 

Perkawinan anak memiliki akibat yang melampaui status hukum perkawinan. Dampaknya 

dapat tampak pada bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan relasi sosial. 

Fahrisal dan Primadiane (2025) menyebut dampak tersebut sebagai luka yang tidak selalu 

terlihat karena sebagian akibat baru muncul setelah anak menjalani kehidupan rumah tangga. 

Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini rentan berhenti sekolah. Peran domestik, 

kehamilan, tanggung jawab pengasuhan, dan keterbatasan ekonomi dapat menghalangi anak 

melanjutkan pendidikan. Akibatnya, kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, dan mobilitas 

sosial anak ikut menyempit (BKKBN, 2022; UNICEF, 2021). 

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak sering berkaitan dengan kehamilan remaja dan risiko 

reproduksi. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan minimum 

berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran pada usia remaja. Dengan kata 

lain, hukum usia perkawinan memiliki fungsi preventif terhadap risiko kesehatan publik. 

Dari sisi sosial, anak yang menikah dini kerap memiliki posisi tawar yang lemah di dalam 

rumah tangga. Ketergantungan ekonomi, minimnya pengalaman hidup, dan ketimpangan relasi 

dengan pasangan atau keluarga pasangan dapat memperbesar risiko konflik, kekerasan, bahkan 

perceraian (Yumarni & Suhartini, 2019). 

Reorientasi Kebijakan Dispensasi Kawin 

Reorientasi kebijakan perlu dimulai dari perubahan paradigma. Dispensasi tidak boleh 

dipahami sebagai jalan keluar keluarga, tetapi sebagai pengecualian yang harus diuji oleh 
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pengadilan secara ketat. Pengujian tersebut mencakup alasan mendesak, bukti pendukung, 

suara anak, kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, potensi paksaan, serta kesesuaian putusan 

dengan maqashid syariah dan kepentingan terbaik anak (Al Hasan & Yusup, 2021; Judiasih 

dkk., 2020). 

Pengadilan perlu memastikan bahwa anak berbicara dalam suasana yang aman dan tidak berada 

di bawah tekanan orang tua atau calon pasangan. Pendapat anak harus didengar secara 

sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar apabila ada indikasi tekanan, 

ketergantungan, atau ketidakpahaman anak terhadap akibat hukum perkawinan (Siagian, 

2020). 

Keterlibatan tenaga ahli juga perlu diperkuat. Psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 

konselor keluarga dapat membantu hakim memahami kondisi anak secara lebih objektif. Selain 

itu, apabila permohonan dikabulkan, pengawasan pascaputusan perlu dipikirkan agar hak anak 

atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tetap terjaga(BKKBN, 2022; Fahrisal & 

Primadiane, 2025). 

Tabel 4. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin 

Aktor Peran Utama Bentuk Penguatan Hasil yang Diharapkan 

Pengadilan Menguji permohonan 
secara selektif 

Mendengar anak, menilai 
bukti, dan memeriksa 

alasan mendesak 

Putusan tidak berhenti 
pada legalitas formal 

KUA Menjaga prosedur 
pencatatan nikah 

Edukasi pranikah dan 
rujukan sesuai aturan 

Pencatatan nikah menjadi 
tertib dan bertanggung 

jawab 

Pemerintah daerah Mencegah perkawinan 
anak di komunitas 

Literasi hukum, bantuan 
pendidikan, konseling, dan 

penguatan keluarga 

Permohonan dispensasi 
dapat ditekan 

Tenaga ahli Memberi asesmen 
profesional 

Pemeriksaan psikologis, 
kesehatan, dan sosial 

Hakim memperoleh dasar 
faktual lebih kuat 

Keluarga Melindungi anak dari 
tekanan 

Dialog, dukungan 
pendidikan, dan 
pendampingan 

Keputusan anak lebih 
aman dan terlindungi 

Sumber: Diolah berdasarkan Fahrisal dan Primadiane (2025), BKKBN (2022), dan UNICEF (2021). 

Kesimpulan 

Dispensasi kawin dalam hukum Indonesia harus ditempatkan sebagai pengecualian terhadap 
batas usia minimal perkawinan, bukan sebagai sarana untuk mempermudah perkawinan anak. 

Batas usia 19 tahun memiliki fungsi perlindungan karena perkawinan menuntut kesiapan fisik, 
psikologis, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. 
Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model pertimbangan hakim berbasis perlindungan 
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anak dan maqashid syariah. Model tersebut menempatkan alasan sangat mendesak, bukti yang 

cukup, suara anak, asesmen ahli, dan perlindungan pascaputusan sebagai satu rangkaian 

pemeriksaan. Dengan model ini, nilai agama, kaidah fikih, norma undang-undang, dan realitas 

sosial tetap dapat dipakai, tetapi seluruhnya harus tunduk pada prinsip kepentingan terbaik 

anak. 

Artikel ini juga menegaskan kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 

2019. Persoalannya bukan pada keberadaan pedoman, melainkan pada risiko penerapan yang 

terlalu administratif. Perkawinan anak membawa dampak multidimensional berupa risiko 

putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, relasi rumah tangga yang 

timpang, dan lemahnya posisi sosial anak. Oleh karena itu, kebijakan dispensasi kawin perlu 

diarahkan dari legalitas formal menuju perlindungan substantif melalui pemeriksaan ketat, 

pelibatan tenaga ahli, dan pemantauan setelah putusan. 
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ABSTRACT 

The phenomenon of early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents 
remains a social issue that requires serious attention from various parties, including the Office 
of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the actual role of the KUA in efforts 
to prevent early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents in Gudo 
Subdistrict, Jombang Regency. This study employs a qualitative research method with an 
empirical-juridical approach. Data collection techniques were conducted through interviews, 
observations, and documentation involving the KUA, religious counselors, and relevant 
community members. The data obtained were analyzed descriptively through the stages of data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The Research Result, In KUA Gudo 
plays a strategic role in preventing early marriage through religious counseling programs, 
premarital guidance, outreach on the legal marriage age, and support for adolescents and 
parents. In addition, the KUA also coordinates with community leaders and educational 
institutions to provide education on the negative impacts of early marriage. Nevertheless, 
prevention efforts still face several obstacles, such as low public awareness, the influence of 
promiscuity, as well as economic and educational factors. Therefore, strengthened 
collaboration between the KUA, families, schools, and the community is needed to reduce the 
rate of early marriage among adolescents. 

Keywords: Office of Religious Affairs, Early Marriage, Pregnancy Before Marriage, 

Adolescents, Prevention 

Pendahuluan 

Pernikahan adalah proses menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan (Fithoroini, 

2025). Dalam pernikahan tentu memiliki banyak problem termasuk usia pernikahan atau 
pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang terus berkembang di 

Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan 

keagamaan. Dalam praktiknya, pernikahan dini sering terjadi akibat rendahnya pemahaman 
remaja mengenai dampak hubungan bebas serta kurangnya pengawasan dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat (Maturidi, 2024). Berdasarkan data Pengadilan Agama Jombang, 

angka dispensasi nikah masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dalam beberapa tahun 
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terakhir. Pada tahun 2024 tercatat terdapat ratusan permohonan dispensasi nikah yang sebagian 

besar diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah dan rendahnya kesiapan usia calon 
mempelai. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama juga 

menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang 

memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat 

pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Tingginya angka pernikahan dini tersebut 
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, 

dan kesehatan reproduksi masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya 

preventif dari berbagai pihak, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, masih sangat diperlukan guna menekan angka pernikahan dini akibat kehamilan 
pra nikah di kalangan remaja. Akibatnya, kehamilan pra nikah di kalangan remaja mengalami 

peningkatan dan sering kali berujung pada keputusan menikah di usia dini sebagai bentuk 

penyelesaian masalah keluarga maupun tekanan sosial dari masyarakat sekitar (Mustaqim et 

al., 2021). 

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan 

tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dan 

pencegahan pernikahan usia dini (Julian et al., 2022). Namun, pada kenyataannya praktik 

pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Gudo 
Kabupaten Jombang, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kondisi 

kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah tidak hanya berdampak 

pada kesiapan mental pasangan remaja, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan 

dan kondisi ekonomi keluarga (Rahadianti & Muslim, 2023). Banyak remaja yang akhirnya 
harus menghentikan pendidikan karena menikah pada usia yang belum matang. Selain itu, 

ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga sering memicu konflik keluarga, kekerasan 

dalam rumah tangga, hingga perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif yang 

melibatkan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Jackson 
& Rahmat, 2025). 

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Agama memiliki 

posisi strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait kehidupan keluarga 

dan perkawinan. Peran KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga 

mencakup penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, edukasi keluarga sakinah, serta sosialisasi 
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mengenai batas usia perkawinan (Masyhudi, 2025). Melalui berbagai program tersebut, KUA 

diharapkan mampu menjadi lembaga preventif dalam mengurangi praktik pernikahan dini 
akibat kehamilan pra nikah. Di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, fenomena pernikahan 

dini akibat kehamilan pra nikah menjadi perhatian masyarakat dan aparat pemerintah setempat. 

Tingginya angka pernikahan usia muda menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih 

menghadapi berbagai kendala. Faktor pergaulan bebas, rendahnya kesadaran pendidikan, 
kurangnya perhatian orang tua, dan tekanan sosial menjadi penyebab utama terjadinya 

pernikahan dini. Kondisi tersebut menuntut adanya aktualisasi peran KUA secara lebih aktif 

dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi kepada remaja maupun masyarakat (Rohimah 

& Faridah, 2026). 

Penelitian mengenai pernikahan dini sebelumnya lebih banyak membahas faktor penyebab dan 

dampak pernikahan usia dini secara umum. Selain itu, beberapa penelitian hanya 

menitikberatkan pada aspek hukum atau peran keluarga dalam mengatasi persoalan tersebut. 

Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji aktualisasi peran KUA dalam 

pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja masih relatif 

terbatas, khususnya pada wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Arif et al., 2025). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya yang 

menitikberatkan pada upaya aktualisasi peran KUA sebagai lembaga keagamaan dan sosial 

dalam mencegah terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. Penelitian ini tidak 

hanya membahas bentuk peran KUA, tetapi juga menganalisis kendala, strategi, serta 
efektivitas program yang dilakukan dalam menghadapi persoalan sosial di kalangan remaja. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam kajian hukum keluarga Islam 

dan sosial keagamaan (Habibi & Musorif, 2022). 

Kajian ini menjadi penting karena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah bukan hanya 

persoalan individu, melainkan masalah sosial yang berdampak luas terhadap kualitas generasi 
muda (Hidayatulloh & Faruq, 2024). Pencegahan yang dilakukan sejak dini melalui edukasi 

dan pembinaan keagamaan dinilai mampu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai 

pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Oleh sebab itu, peran 

KUA sebagai lembaga pembinaan masyarakat perlu diperkuat agar mampu memberikan 

kontribusi nyata dalam menekan angka pernikahan dini (Hakim et al., 2026). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi peran 

Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah remaja 

di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
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mengetahui kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan upaya pencegahan serta 

menemukan bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik pernikahan dini 
di kalangan remaja (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023). 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara langsung fenomena pernikahan dini 

akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja serta aktualisasi peran Kantor Urusan Agama 

(KUA) dalam upaya pencegahannya (Purwoto et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagai lokasi utama penelitian karena 
wilayah tersebut memiliki fenomena pernikahan dini yang cukup tinggi. Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pihak 

KUA, penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pernikahan dini. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di lingkungan 

KUA Kecamatan Gudo. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan kepada informan guna memperoleh data yang mendalam terkait peran dan 

kendala KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk 
melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis 

mengenai aktualisasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra 
nikah remaja (Fuad, 2024). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bentuk Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah 

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang, diketahui bahwa KUA memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan 
dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Bentuk peran tersebut dilakukan melalui 

kegiatan penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, 

serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala 

dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan di wilayah 
Kecamatan Gudo (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023). 
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Pihak KUA juga memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan 

mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, KUA 
berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan 

dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun hukum (Fuji et al., 202 C.E.). 

Dalam pelaksanaannya, pihak KUA tidak hanya berfokus pada pencatatan pernikahan, tetapi 

juga menjalankan fungsi pembinaan keluarga sakinah sebagai bentuk pencegahan terhadap 

meningkatnya angka pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 1 dengan 
Kepala KUA Kecamatan Gudo, beliau menyampaikan bahwa: 

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang 

“KUA tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada 

masyarakat, khususnya remaja, agar memahami dampak dari pernikahan dini. Kami rutin 

melakukan penyuluhan dan bimbingan pra nikah supaya remaja memiliki kesiapan sebelum 

menikah.” 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa KUA memiliki komitmen dalam melakukan 

tindakan preventif terhadap praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan 

remaja melalui pendekatan edukatif dan keagamaan (Adriansyah & Khatibah, 2026). 

Kendala KUA dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gudo 

masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan usia dalam pernikahan. Sebagian 

masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan merupakan solusi tercepat ketika terjadi 

kehamilan di luar nikah, sehingga pernikahan dini tetap dilakukan meskipun usia calon 

mempelai belum memenuhi batas ketentuan hukum (Fadilah, 2021). 

Selain itu, pengaruh pergaulan bebas dan perkembangan media sosial juga menjadi faktor yang 

memicu meningkatnya kasus kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Kurangnya pengawasan 
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orang tua serta minimnya pemahaman agama menyebabkan remaja lebih mudah terjerumus 

dalam perilaku yang menyimpang. Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga 

juga turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara pada gambar 2 dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Gudo, 
diperoleh keterangan bahwa: 

Gambar 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Gudo Jombang 

“Hambatan terbesar dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Banyak orang tua baru 

datang ke KUA setelah terjadi kehamilan di luar nikah dan meminta solusi agar segera 

dinikahkan.” 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan KUA masih 

memerlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat berjalan secara 

maksimal dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Febriyani & Mesra, 
2024). 

Aktualisasi Fungsi KUA sebagai Lembaga Preventif Pernikahan Dini 

KUA memiliki kedudukan penting sebagai lembaga pemerintah yang tidak hanya bertugas 

mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi kepada 

masyarakat (Triadhari et al., 2023). Dalam penelitian ini, aktualisasi peran KUA terlihat 

melalui berbagai program penyuluhan dan bimbingan yang bertujuan memberikan pemahaman 

kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum menikah. Upaya 
tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan 

batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 

Pelaksanaan penyuluhan agama dan bimbingan pra nikah menunjukkan bahwa KUA berupaya 

melakukan tindakan preventif terhadap meningkatnya angka pernikahan dini akibat kehamilan 

pra nikah (Fuji et al., 202 C.E.). Melalui pendekatan keagamaan dan sosial, KUA memberikan 
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edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan 

ekonomi, konflik rumah tangga, hingga tingginya risiko perceraian. Dengan demikian, 
aktualisasi peran KUA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada 

pembentukan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga dan masa depan 

remaja (Zulfadli, 2023). 

Analisis Kendala Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah 

Meskipun KUA telah melakukan berbagai upaya pencegahan, praktik pernikahan dini akibat 

kehamilan pra nikah masih terus terjadi di Kecamatan Gudo. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, serta pola pergaulan remaja yang semakin 
bebas (Nasrulloh & Andaryuni, 2024). Dalam kondisi tertentu, masyarakat lebih memilih 

menikahkan anaknya sebagai bentuk penyelesaian masalah dan menjaga nama baik keluarga. 

Pemahaman seperti ini menyebabkan upaya preventif yang dilakukan KUA belum sepenuhnya 

berjalan efektif. 

Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas remaja turut memperbesar 

risiko terjadinya kehamilan pra nikah (Andy et al., 2023). Faktor ekonomi juga menjadi salah 
satu penyebab terjadinya pernikahan dini karena sebagian keluarga menganggap pernikahan 

dapat mengurangi beban hidup. Oleh sebab itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan 

pendekatan yang lebih komprehensif melalui kerja sama antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh 

agama, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut penting dilakukan agar upaya pembinaan 
remaja dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menekan angka pernikahan dini di 

masyarakat (Sidik et al., 2022). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Gudo memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan 

pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Aktualisasi peran tersebut 

dilakukan melalui penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi batas usia perkawinan, 
serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. 

KUA juga menjalankan fungsi preventif dengan memberikan edukasi tentang pentingnya 

kesiapan mental, sosial, ekonomi, dan hukum sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. 

Upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat 
pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan masyarakat dalam menjaga ketahanan 

keluarga dan masa depan remaja. 

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan pernikahan dini masih 
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menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh pergaulan 

bebas, kurangnya pengawasan orang tua, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Sebagian 
masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi utama ketika terjadi kehamilan di 

luar nikah sehingga praktik pernikahan dini tetap terjadi. Keterbatasan dukungan masyarakat 

dan kurang optimalnya keterlibatan keluarga juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

program pencegahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang 
lebih kuat antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah agar upaya 

pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 
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ABSTRACT 

This study examines the practice of post-iddah reconciliation from the perspective of Islamic 
jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), based on a study conducted at the 
Office of Religious Affairs (KUA) in Gudo Subdistrict, Jombang Regency. The research 
problem stems from the discovery of reconciliation requests filed after the iddah period has 
ended, even though under Islamic law, the right to reconciliation applies only during the iddah 
period of a raj‘i divorce. Once the iddah period is over, the marital relationship changes to talak 
bain sughra, so that in order to reunite, a new marriage contract must be performed. This study 
aims to analyze the provisions regarding post-iddah reconciliation according to Islamic 
jurisprudence and the Compilation of Islamic Law, as well as to examine the practices of 
handling such cases at the KUA in Gudo, Jombang. This study employs a qualitative approach 
using a juridical-empirical research design. Data were collected through interviews, 
observations, and documentation involving the Head of the KUA, marriage officiants, and 
administrative staff. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data 
presentation, and the drawing of conclusions using a descriptive-analytical approach. The 
results of the study indicate that remarriage after the end of the iddah period does not have legal 
validity as a remarriage; rather, it must be carried out through a new marriage contract in 
accordance with the provisions of fiqh and the KHI. Practices at the Gudo KUA show that 
officials have directed couples to perform a new marriage contract to ensure legal certainty and 
the protection of civil rights. 

Keywords: Post-Iddah Reconciliation, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law, 

Gudo Religious Affairs Office, Islamic Family Law 

Pendahuluan 

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang 

membawa dampak sosial, psikologis, dan yuridis bagi suami maupun istri. Dalam hukum 

Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga 

memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan melalui mekanisme rujuk. 
Rujuk menjadi salah satu instrumen dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga 

keutuhan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melakukan ishlah 

sebelum perceraian menjadi permanen (Nurmayani et al., 2025). Ketentuan mengenai rujuk 
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telah diatur secara jelas dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan terhadap talak raj‘i 
dan wajib dilaksanakan selama masa iddah masih berlangsung. Masa iddah menjadi batas 

waktu yang menentukan keberlangsungan hak suami untuk kembali kepada istrinya tanpa 

memerlukan akad nikah baru. Ketika masa iddah berakhir, maka status talak berubah menjadi 

bain sughra sehingga hubungan perkawinan dianggap putus secara hukum. Oleh sebab itu, 
pasangan yang ingin kembali bersama setelah masa iddah selesai diwajibkan melaksanakan 

akad nikah baru dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan 

syariat Islam dan hukum negara (Sitepu & Iwan, 2025). 

Ketentuan mengenai rujuk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah dan 

harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum administratif 

(Fakhrurrazi & Basyar, 2025). Pencatatan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak waris, kedudukan anak, serta hak dan 

kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian maupun rujuk. Meskipun ketentuan 
mengenai rujuk telah diatur secara normatif, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya 

kesalahpahaman terkait batas waktu dan prosedur rujuk. Sebagian masyarakat masih 

beranggapan bahwa mantan suami dapat kembali kepada mantan istrinya kapan saja tanpa 

memperhatikan ketentuan masa iddah (Amalia & Najiha, 2025). Fenomena tersebut 
menunjukkan rendahnya pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat, 

khususnya mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir. 

Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. 

Fenomena tersebut ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan kasus 

permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir dalam beberapa tahun terakhir (Aman et al., 

2024). Pada tahun 2020 ditemukan lima kasus, kemudian meningkat menjadi sebelas kasus 

pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa praktik rujuk pascaiddah masih 

sering terjadi di masyarakat dan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus, baik 
dari sisi hukum Islam maupun administrasi negara. Permasalahan menjadi semakin kompleks 

ketika dalam praktiknya terdapat pasangan yang mengajukan permohonan rujuk setelah masa 

iddah selesai, namun masih menganggap hubungan mereka dapat dipulihkan melalui 
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pencatatan rujuk biasa (Nelly & Fahmi, 2024). Padahal, secara hukum Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam, rujuk setelah masa iddah tidak lagi memiliki keabsahan hukum sebagai rujuk. 
Kesalahan dalam pencatatan administrasi dapat berdampak pada ketidakjelasan status 

perkawinan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk terkait 

hak waris, status anak, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan. 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap penguatan pemahaman hukum 

keluarga Islam, baik di tingkat masyarakat maupun aparat pelaksana administrasi perkawinan. 
KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan dan rujuk 

memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sahrani & 

Amin, 2025). Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga bertanggung jawab 

melakukan pembinaan dan edukasi hukum agar masyarakat memahami prosedur rujuk sesuai 
ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, praktik administrasi rujuk 

tidak hanya berorientasi pada pencatatan, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi 

masyarakat (Nisa & Izat, 2026). Penelitian mengenai rujuk pascaiddah sebelumnya telah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhrurrazi dan 

Basyar (2025) menjelaskan bahwa rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat 
dilakukan selama masa iddah dan bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga. Penelitian 

tersebut berfokus pada kajian normatif hukum rujuk dalam perspektif maslahah mursalah. 

Selain itu, penelitian Sahrani dan Amin (2025) membahas persetujuan istri dalam pelaksanaan 

rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dengan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya 
kesepahaman pasangan dalam proses rujuk. Sementara itu, penelitian Ferdiana dkk. (2024) 

mengkaji hukum rujuk talak bain kubra dalam perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum 

Islam serta menegaskan bahwa rujuk di luar ketentuan syariat tidak memiliki keabsahan 

hukum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik administratif 
penanganan permohonan rujuk pascaiddah di Kantor Urusan Agama masih relatif terbatas, 

terutama yang menyoroti implementasi hukum keluarga Islam di tingkat kelembagaan lokal 

(Fawaid et al., 2025). 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik penanganan rujuk pascaiddah di KUA 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan menghubungkan konsep fikih klasik, ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam, dan realitas praktik di lapangan secara integratif. Penelitian ini juga 
menghadirkan data empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap 

mengajukan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir serta bagaimana respons aparat 

KUA dalam menangani persoalan tersebut (U. Hasanah & Harahap, 2024). Dengan demikian, 
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penelitian ini tidak hanya membahas persoalan normatif, tetapi juga menyoroti aspek 

implementasi hukum dan tata kelola administrasi perkawinan di lingkungan KUA. 

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kepastian hukum, praktik administrasi KUA, dan 

perlindungan hak-hak keperdataan dalam kasus rujuk pascaiddah. Rujuk tidak hanya 

dipandang sebagai persoalan fikih semata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola hukum 

keluarga Islam di Indonesia (Agustina & Sulfinadia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis ketentuan rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan 
Kompilasi Hukum Islam, mengkaji praktik penanganan permohonan rujuk setelah masa iddah 

berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, serta mengetahui implikasi yuridis 

dan administratifnya terhadap status perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak 

keperdataan pasangan suami istri. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik rujuk pascaiddah dalam 

perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya di Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Purwoto et al., 2023). Penelitian 

dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur rujuk, kemudian 

membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dipilih karena 

ditemukannya fenomena peningkatan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir yang 
menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik pencatatan perkawinan. 

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, dan 

staf administrasi KUA Gudo, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap arsip 

maupun data pencatatan rujuk. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik 

deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga 

diperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fuad, 

2024). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Ketentuan Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di 
KUA Gudo Jombang 

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, diketahui bahwa 

praktik permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir masih sering terjadi di masyarakat. 
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Sebagian pasangan menganggap bahwa mereka dapat kembali sebagai suami istri tanpa akad 

nikah baru meskipun masa iddah telah selesai (Sahrani & Amin, 2025). Hasil wawancara 
dengan Kepala KUA dan penghulu menunjukkan bahwa secara hukum Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah talak raj‘i masih berlangsung. 

Setelah masa iddah selesai, status perkawinan berubah menjadi talak bain sughra sehingga 

pasangan yang ingin kembali wajib melaksanakan akad nikah baru. 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang 

“Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah masih berlangsung. Jika masa iddah sudah 

selesai, maka pasangan tidak dapat melakukan rujuk biasa dan harus melaksanakan akad 

nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” 

Selain itu, hasil gambar 1 di KUA Gudo menunjukkan adanya peningkatan kasus permohonan 

rujuk pascaiddah dari tahun ke tahun. Menurut hasil wawancara dengan petugas KUA, 

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk, faktor emosional, dan 
pertimbangan keluarga menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara utuh perbedaan antara rujuk 

dalam masa iddah dan pernikahan kembali setelah masa iddah berakhir (Altafiah & Andrayuni, 

2023). 

Praktik Penanganan Permohonan Rujuk Setelah Masa Iddah Berakhir di KUA Gudo 

Jombang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gudo menerapkan prosedur 

pemeriksaan terhadap setiap permohonan rujuk dengan memastikan status perceraian dan masa 
iddah pasangan (Fatikhah et al., 2026). Berdasarkan wawancara dengan di tunjukan pada 

gambar 2 Kepala KUA dan penghulu, apabila masa iddah telah berakhir maka pasangan tidak 

dapat diproses melalui pencatatan rujuk, melainkan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah 

baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Langkah tersebut dilakukan 
untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan. 
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Gambar 2. Setelah wwancara di KUA Gudo Jombang 

“Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu terkait masa iddahnya. Jika masa iddah 

telah berakhir, pasangan diarahkan untuk melakukan akad nikah baru agar sesuai dengan 

ketentuan hukum dan administrasi perkawinan.” 

Selain melakukan pemeriksaan administrasi, pihak KUA juga memberikan penjelasan dan 

edukasi hukum kepada masyarakat terkait ketentuan rujuk pascaiddah. Hasil observasi 
menunjukkan bahwa petugas KUA berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak 

terjadi kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-

hak keperdataan pasangan (Pa’qih, 2024). Dengan demikian, praktik penanganan rujuk 

pascaiddah di KUA Gudo tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada 

perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Analisis Ketentuan Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum 
Islam 

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 yang menyebutkan bahwa rujuk hanya 

dapat dilakukan selama masa iddah. Dengan demikian, praktik permohonan rujuk setelah masa 

iddah berakhir tidak memiliki dasar hukum sebagai rujuk. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya 

praktik tersebut (S. Hasanah et al., 2025). Sebagian masyarakat masih memahami rujuk secara 
sederhana sebagai “kembali bersama” tanpa memahami batas waktu dan konsekuensi 

hukumnya. Dalam perspektif teori hukum keluarga Islam, pembatasan rujuk selama masa 

iddah memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan nasab, dan kehormatan 

perempuan. Masa iddah juga memberikan ruang refleksi bagi pasangan sebelum mengambil 
keputusan untuk kembali bersama (Muhibbulloh et al., 2021). Oleh karena itu, ketentuan 

mengenai berakhirnya hak rujuk setelah masa iddah merupakan bagian dari upaya syariat 

dalam menjaga ketertiban hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di 
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KUA Gudo telah sesuai dengan landasan teoritik fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 

KUA tidak mencatat permohonan rujuk pascaiddah sebagai rujuk sah, melainkan mengarahkan 
pasangan untuk melaksanakan akad nikah baru. Sikap tersebut mencerminkan implementasi 

prinsip kepastian hukum dalam administrasi perkawinan Islam di Indonesia (Ferdiana et al., 

2024). 

Analisis Praktik Penanganan Rujuk Pascaiddah di KUA Gudo Jombang 

Dalam teori implementasi hukum, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman 

masyarakat dan aparat pelaksana hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk menjadi faktor utama munculnya kasus rujuk 
pascaiddah. Selain itu, faktor emosional, kepentingan anak, dan tekanan sosial juga 

memengaruhi keputusan pasangan untuk kembali bersama meskipun masa iddah telah selesai 

(Amar et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga Islam 

tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial masyarakat. Menurut 
perspektif administrasi hukum Islam, pencatatan perkawinan dan rujuk memiliki fungsi 

penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan 

anak. Kesalahan pencatatan dapat menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan, sengketa 

waris, maupun persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, langkah KUA Gudo yang 
mengarahkan pasangan untuk melakukan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir 

merupakan bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi negara 

(Umar, 2023). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa KUA memiliki peran strategis 

dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain melakukan pencatatan administrasi, 
KUA perlu memperkuat fungsi edukasi dan pembinaan hukum keluarga Islam melalui 

penyuluhan maupun konsultasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penanganan rujuk 

pascaiddah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada upaya 

membangun kesadaran hukum masyarakat agar praktik perkawinan berjalan sesuai ketentuan 
syariat dan hukum positif Indonesia (Faiqoh & Izat, 2026). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan rujuk pascaiddah dalam 

perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa rujuk hanya sah 
dilakukan selama masa iddah talak raj‘i masih berlangsung. Setelah masa iddah berakhir, hak 

rujuk suami gugur dan status hubungan perkawinan berubah menjadi talak bain sughra 

sehingga pasangan yang ingin kembali bersama wajib melaksanakan akad nikah baru. Praktik 

permohonan rujuk pascaiddah yang masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh rendahnya 
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pemahaman hukum mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah ulang, serta dipengaruhi 

faktor emosional dan kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut sejalan dengan fikih Islam dan 
Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa rujuk di luar masa iddah tidak memiliki 

keabsahan hukum sebagai rujuk. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait praktik penanganan permohonan rujuk 

setelah masa iddah berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan 

bahwa pihak KUA telah menerapkan prosedur administratif sesuai ketentuan hukum Islam dan 
hukum positif Indonesia. Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu status perceraian 

dan masa iddahnya sebelum dilakukan pencatatan. Apabila masa iddah telah selesai, pasangan 

diarahkan untuk melaksanakan akad nikah baru guna menjaga kepastian hukum dan 

perlindungan hak-hak keperdataan. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga 
berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur 

rujuk secara benar, sehingga praktik hukum keluarga Islam dapat berjalan tertib dan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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